
WALIKOTA PALEMBANG 

PERATURAN WALIKO'fA PALEMBANG 

NOMOR ~ TAHUN 2014 

TENTANG 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGA\VAI BLUD PADA BADAN LAYANAN UMUM 
DAERAH (BLUD} RUMAH SA](IT UMUM DAERAH PALEMBANG BARI 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALEMBANG, 

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, 
RSUD PALEMBANG BARI yang menerapkan PPK-BLUD perlu 
didukung ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 
berorientasi pada pcmenuhan secara Kuatitatif maupun Kualitatif; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam 
Ncgeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum Daerab, menyebutkan bahwa 
pegawai BLUD dapat berasal dari Non PNS yang dipekerjakan 
secara tetap maupun tidak tetap (kontrak); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana climaksud pada 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
Palembang tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai 
BLUD pada Badan Layanan Umum Daerah (BLlJD) Rwnah Sak.it 
Umum Daerah Palembang BARI; 

: l. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tcntang Pcmbentukan 
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di SUmatera Selatan (Lembaran 
Negara Re°publik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana Lelah diubah beberapa kali, terakhi.r dengan Undang
undaog Noi:nor 12 Tahun 2008 tentang Pcrubahan Kcdua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Jndonesia Nomor 4844); 

4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tcntang Kcsehatan 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3637); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonensia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Pcraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerinta.han antara Pemerint.ah Pusat, Pemer-intahan 
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Dacrah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan l..embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
I 199/MENKES/PER/X/2004 lentang Pcdoman Pengadaan Tenaga 
Kesehatan Dengan Pcrjanjian Kerja cli Sarana Kesehatan Milik 
Pemcrintah; 

9. Peraturan Men.ten Keuangan Nomor 7 /PMK.02/2006 centang 
Persyaratan Administratif dalam rangka Pengusulan dan Penetapan 
Satuan Kerja lnstansi Pemerintah untuk Mencrapkan Pola 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang 
Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pcjabat Pengelola, Dewan 
Pengawas dan pegawai Sadan Layanan Umum; 

11. Peraturan Menteri Do.lam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum 
Daerah; 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
971 / MENKES/PER/Xl/2009 ten tang Stander Kompetensi 
Strukturai Kcsehatan; 

Nomor 
Pejabat 

13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
703/MenKes/SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Pengadaan Sarang/Jasa pada lnstansi Pemerintah Pola Pcngclolaan 
Keuangan Sadan Layanan Umum di Lingkungan Departcmcn 
Kesehatan Republik Indonesia; 

14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Urusa.n Pemerintahan Kota ..Palembang (Lembaran Daerah Kot.a 
Palembang Tahun 2008 Nomor 6); 

15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Dacrah Kota Palembang Nomor 10 
Tahun 2008 tenta.ng Pembentukan, Sustman Organisasi dan Tata 
Kerja Lembaga Teknis Daerab (Lembaran Daerah Kota Palembang 
Tahun 2010 Nomor 2); 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD PADA 
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKJT UMUM 
DAERAH PALEMBANG BARI 

BAB! 
KE:TENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

l. Daerah adalah Kota Palembang; 
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang; 
3 . Wnlikota ada.la.h Walikota Palembang; 
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya di singkat BLUD 

a.dalah Satuan Kerja Pcrangkat Daerah pada Saluan Kerja Perangkat 
Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang menerapkan 
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan 
dibentuk untuk memberikan pelayanan kcpada masyarakat; 

5. Pimpinan BLUD adalah Direktur RSUD Palembang BARI; 
6 . Pegawai BLUO adalah Pegawai non PNS pada BLUD RSUD Palembang 

BA.RI yang profesional &~suai dengan kebutuhan, terdiri dari pegawai 
tetap dan tidak tetap; 

7. Pegawai BLUD Tetap adalah setiap pegawai yang diangkat oleh 
Pimpinan BLUD sampai batas usia pensiun sebogai pegawai BLUO 
untuk melaksanakan tugas yang bersifat leknis profesional dan 
administrasi sesuai dcngan kcbutuhan dan kemampuan BLUD RSUD 
Palembang BARI; 

8. Pegawai BLUD Tidak Tetap adalah setiap pegawai yang diangkat oleh 
Pim pi nan BLUD untuk di kontrak selama jangka waktu I (satu) tahun 
untuk melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional dan 
administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD RSUD 
Palembang BARI; 

9. Pengangkatan Pegawai BLUD Tctap dan Tidak Tetap adalah proses 
rekrutmen yang dilakukan oleh Pimpinan BLUD RSUD Palembang 
BARI untuk memenuhi kecukupan kualitas pelayanan dan 
kcbutuhan ketenagaan pada BLUD RSUD Palembang BARI; 

1 O. Pemberhentian Pegawai BLUD Tetap dan Tidak Tetap adalah 
pengakhiran hubungan kerja hak dan kewajiban antara pegawai 
BLUD Tetap dan Ticak Tetap dengan Pimpinan BLUD RSUD 
Palembang BARJ; 

11. P:roduktivitas adalah kemampuan pegawai dalam meJaksanakan tugas 
dan fungsi sesuai tanggung tanggu.ng jawab pckerjaannya untuk 
mencapai tujuan organisasi; 

12. Gaji pokok adalah penghasilan yang diterima pegawaj BLUD Tetap 
dan Ti.dale Tetap dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 
kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

I 3 . Tunjangan jabatan adalah tambahan pendapataJl diluar gaji yang 
diterima pemegang jabatan, yang diberikan berdasarkan 
pertimbangan lokasi kerja, t.ingkat kesulitan pekerjaan, kelangkaan 
profesi dan unsur pertimbangan rasional lainnya; 

14. Jnsentif adalah tambahan pendapatan bagi pcgawai yang dananya 
bersumber dari jasa pelayanan rumah sakit atau dari keuntungan 
peajualan usaha rumah sakit yang pembagiannya berdasarkan 
indikator penilaiart (indeks); 



15. Tunjangan natural adalah setiap balas jasa yang diterima atau 
diperoleh pegawai tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja; 

16. 'l'unjangan Kesehaum adalah kompensasi tidak langsung yang 
diberikan pada pegawai untuk menjamin keschatan pegawai; 

17. Jaminan hari tua adalah penghasiJan yang dibayarkan sekaligus oleb 
badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja kepada orang 
pribad.i yang berhak dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau 
keadaan lain yang ditentukan; 

18. Santunan Kematian adalah uang duka wafat yang dihimpun dari 
tunjangan pegawai BLUD Tetap dan Pegawai BLUD Tidak Tetap yang 
dialokasikan untuk asuransi kematian; 

19. Lembur adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atas dasar 
perintah atasan, yang mclebihi jam kerja biasa pada hari-hari kerja, 
atau pekerjaan yang dilakukan pada hari istirahat mingguan 
karyawan atau hari libur resmi; 

20. Biaya perjalanan dinas adalab tunjangan biaya yang diberik.an kepada 
pegawai BLUD yang mela.kUkan perjatanan dinas; 

2 I. Cuti Pegawai adalah keadaan pegawai tidak masuk kerja yang 
diizinkan dalam jangka waktu tertentu; 

BABU 
ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP 

Pasal 2 

Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD diselcnggarakan 
berdasarkan asas kcadilan, kcsctaraan, kcpatutan dalam rangka 
meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. 

Pasal3 

Tujuan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BLUD adalah: 
a. mewujudkan pelayanan prima di BLUD RSUD Palembang BARJ; 
b. memenuhi kebutuhan tenaga yang berkuaJitas sesuai dengan 

keburuhan Sumber Daya Manusia di BLVD RSUD 
Palembang BARI; dan 

c . memberikan kcpastian bukum dalam penyelcnggaraan administrasi 
kepegawaian BLUD. 

Pasal 4 

Pcngangkatan dan pembcrhenlian pegawai BLUD diselenggarakan 
sclaras dengan prinsip-prinsip tata kelola BLUD, yaitu: 
a. transparansi; 
b. akuntabilitas; 
c. responsibilitas; 
d. independensi; 
e. efisiensi; 
f. efektifitas; dan 
g. produktivitas. 

BAB Ill 
PENGANGKATAN 

Pasal 5 

Pengo..ng.kntan pego.wa.i BLUD dilakukQ.r\ hany-a untuk men@si y~ne 
d1tentukan oleh pimpinan BLUD berdasarkan evaluasi kebutuhan dan 
kemrunpuan keuangan RSUD Palembang BARI. 



Pasal 6 

(1) Seleksi pcgawai BLUD diselenggarakan oleh Tim Pelaksana Seleksi yang 
ditetapkao dengan Keputusan Pimpinan BLUD. 

(2) Status kepegawaian pegawai BLUD yang diangkat adalah pegawai tetap 
dan tidak tetap. 

(3) Pegawai BLUD Tetap scbagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 
pegawai BLUD yang diangkat secara tetap tanpa memperpanjang 
kontrak. 

(4) Pegawai BLUD 'l'idak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan pegawai BLUD yang di.kontrak selama l (satu) tahun dan 
dapat diperbaharui apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan mcmenubi 
syarat yang ditentukan BLUD RSUD Palembang BAR!. 

(5) Pega~ai BLUD tidak tetap dapat diangkat menjadi pegawai 8(..UD tetap, 
apab,la memenubi persyara:an sebagai berikut: 
a. fonnasi memungkinkan; 
h mempunyai penilaian kinerja ba.ik;da.n 
c. Julus seleksi oleh 'Nm Seleksi. 

(6) Persyaratan, mekanisme dan pengangkatan pegawai BLUD ditetapkan 
dcngan Keputusan Pimpinan BLUD. 

Pasal 7 

(ll Pcrjanjian kerja untuk pegawai BLUD tetap dan pegawai BLUD lidak 
tetap dibuat dalam jangka waktu maksimal l (Satu) tahun dengan batas 
usia maksimum 56 (lima puluh enam) tahun. 

(2) Perjanjian kerja untuk pegawai tetap BLUD, ctibuat sampai dcngan 
maksimal batas usia 56 (lima puluh enam) tahun, dapat di.kontrak 
kembali sesuai kebutuhan. 

BABIV 
PENGHASJLAN 

Pasal 8 

(l) Pegawai BLUD berhak atas gaji tunjangan dan penghasilan Jainnya yang 
sah sesuai dengan tingkatan, jenis pekerjaan dan tanggungjawabnya. 

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. tunjangan jabatan; 
b. tunjangan kesehatan;dan 
c. tunjangan lainnya. 

(3) Penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
penghasilan diluar gaji dan tunjangan yang ditetapkan oleh 
pimpinan BLUD. 

(4) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan 
keputusan pimpinan BLUD berdasarkan persctujuan Dewan Pengawas 
yang disesuaikan dengan kemampuan BLUD RSUD Palembang BARI. 

Pasal 9 

(1} Pegawai BLUD yang dalam pelaksanaan tugasnya mengharuskan untuk 
keluar daerah, dapat diberikan tugas Perjalanan Oinas sesuai dengan 
ketentuan pcraturan perundang•undangan yang berlaku. 

(2) Pegawai BLUD berhak atas gaji turtjangan dan penghasilan lainnya yang 
sab sesuai dengan tingkatan, jenis pekerjaan dan tanggungjawabnya. 

(3) Perja1'u1an DioM ,-eh~fl"im•n• nimeksud pada ayat (1). dilaksanakan 
secara selektif bcrdasar'kan kepentinga.o. kcdina:san, tuga~ dttn 
tanggungjawabnya. 



BABIV 
CUTI PEGAWAI 

Pasal 10 

( 1) Setiap Pegawai BLUD memperoleh Hak cuti. 
!2) Cuti scbagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. cuti tahunan; 
b. cuti sakit; 
c. cuti bersalin;dan 
d . cuti karena alasan penting. 

!3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diacur Jebih 
lanjut oleh pimpinan BLUD dengan berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan. 

BABV 
PENGANGKATAN DALAM .JA6ATAN 

Pasal 11 

(I) Pegawai BLUD tetap dapat menduduki jabatan struktural atau jabatan 
fungsional. 

(2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , sepanjang bukan 
Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Penggunn Anggaran (KPA). 

(3) Pegawai BLVD tetap yang menduduki jabatan dapat diberikan 
tunjangan jabatan yang disetarakan. 

(4) Jenis jabatan yang d isetarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLVD. 

BABVI 
KEWAJIBAN DAN LARANGAN 

Pasal 12 

Setiap pegawai BLVD wajib: 
a. setia dan taat pada Pancasila, Vndang-Vndang Dasar Negara RepibJik 

Indonesia Tahun 1945, Negara Keatua.n Republik lndonesia, dan 
Pemerintah yang sah; 

b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; 
c. melaksanakan kebijakan yang d irumuskan pejabat pemerintah yang 

berwenang; 
d. mentaati peraturan perundang-undangan; 
e. melaksanakan tugas kcdioasan dengan penuh pengadian, kejujuran, 

kesadaran dan tanggungji;.wab; 
(. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat meogemukakan rahasia 

jabatan sesuai dengan ketentuan pera,uran perundang-undangan :dan 
g. bersedia dilempatkan dibagian/bidang/instansi dilingkungan RSUD 

Palembang BARI. 

Pasal 13 

Pegawai BLUD dilarang: 
a. melanggar disiplin dasar; 
b. melakukan perbuatan tercela dan/ atau meJakukan pcrbuatan asusila 

dilingkungan kerja a tau tempat lainnya yang dapat mencemnrkan nama 
baik BLUD RSUD Palembang; BARI; 



c. memalsukan tandatangan atasan dan teman sejawat untuk 
kepentingan pribadi atau untuk hal lain yang dapat merugi)mn BLUD 
RSUD Palembang BARI baik secara materiil maupun inmateriil; 

d. berjudi, minum-minuman keras, mengkonsumsi dan/atau 
mengedarkan obat-obatan terlarang, narkotika, psikotropika dan zal 
adektif lainnya ditempat kerja dan/ a tau ditempal lainnya; 

c. membawa senjata api danf a tau senjata tajam dilempat kerja tan pa izin 
dari pihak yang bcrwcnang; 

f. menyalahguna.kan jabatan/wewenang dan/atau bertindak sewenang
wenang terhadap bawahannya dengan tujuan untuk menguntungkan 
diri sendiri atau pihak lain: 

g. menjadi pegawai atau bekerja uotuk perusahaan/Badan/ lnstansi lain 
tanpa izin pimpinan BLUD: 

h. melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung maupun tidak langsung 
merugikan kepentingan BLUD RSUD Palembang BARI;clan 

i. melanggar peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan BLUD. 

BAB VT! 
PELANOOARAN DAN PEMBERHENTIAN 

Pasal 14 

(I) Pegawai BLUD dapat dikenakan hukuman. 
(2) Jenis hukuman sebagaimana climaksud pada ayat (I), dapal bcrupa: 

a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; 
c. pembebasan jabatan;dan 
d. pemutusan perjanjian kerja. 

(3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
ditetapkan dengan Keputusan pimpinan BLUD. 

PasallS 

Pegawai BLU D diberhentikan, karena; 
a. meninggal dunia; 
b. permintaan sendiri; 
c. tidak dapat melaksanakan tugas; 
d. tidak sebat yang dibuktikan dengan sural keterangan dokter; 
e. melanggar perjanjian kerja; 
r. tidak masuk kerja selama 24 (dua puluh empat) bari kerja tanpa ijin 

secara akumulatif selama 1 (satu) tahun; 
g. tcrlibat penyalagunaan obat-obatan terlarang; 
h . terlibal penyalagunaan sumber daya milik BLVD RSVD Palembang BARI 

bail< bel'Upa uang maupun barang; 
i. reorgaoisasi. 

BABVIO 
PEMBJNAAN 

Pasal 15 

Pembinaan pegawai BLUD dilakukan oleh pimpinan BLVD dengan 
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 



BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 16 

Pegawai kontrak Non PNS Daerah baik yang diangkat melalui 
Kcputusan Walikota maupun Keputusan Di.rektur RSUD Palembang BARI 
sebelum tanggal I Januari 2014, status kepegawainya dialihkan menjadi 
Pegawai tidak tetap BLUD RSUD Palembang BARI. 

BABX 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 17 

Peraturan Walik.ota Palembang ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengctahuinya, memerintahkan pengunda.ngan 
Peraturan Walikota ini dengan penernpatan dalam Serita Daerah Kota 
Palembang. 

Diundangkan di Palembang 
pada tanggal 10. 6 • 2014 

SEKRE'l'ARIS OAERAH 
KOTA PALEMBANG, 

"~" 

Ditetapkan di Pale 
pada tanggal 10 

OMI HERTON 

SERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 NOMOR :;, 


